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PER^ATURAN DAERAH KABUPATEN CIAHJUR

HOMOR 08 TAHUH 2OO4

TENTANG

PENETAPAT{ TARIP AIR I.IINUI'I PADA
PERUSAHAAH DAER,AH ATR MINUiU

DENGAN MHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI CTANJUR

bahwa PDAM yang dldlrlkan berdasarkan Peraturan Daerah
Nomor 3llluk/A?L,211975 to. Peraturan Daerah Nomor 17
Tahun 1986, merupakan satu-satunya perusahaan yang
mengelola alr berslh dl lGbupaten ClanJur, dengan mlsl
menyedlakan pelayanan alr berslh kepada masyarakat Juga
sebagal salah satu sumber pendapatan daerah, harus
dlkelola secara balk atas prlnslp ekonoml perusahaan dengan
tetap memperhaUkan fungsl soslal;

bahwa untuk menunJang tervruJudnya mlsl sebagalmana
dlmaksud dalam huruf a, perlu dlatur slstern penetapan tarlf
alr PDAM dengan dldasarkan pada prlnslp pemullhan blaya,
keterJangkauan oleh fielanggan dan eflslensl perrggunaan alr,
Juga harus cukup sderhana dan berslfat terbuka;

bahwa berdasarkan pertlmbangan t'ersebut dan sesual
dcngan Peraturan Menterl Dalam Negerl Nomor 8 Tahun
1998, perlu mengatur penetapan tarlf alr mlnum pada
Perusahaan Daerah Alr Mlnum dengan Peraturan Daerah.

Undang-undang Nomor 74 Tahun 1950 tentang
Pemerlntahan Daerah Kabupaten dalam LJngkungan Jawa
Barat (Berlta Negara Tahun 1950 Nomor 43);

Undang-undang Nomor 5 Tahun i962 tentang Perusahaan
Daerah (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 10,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 2387);

Menglngat : 1"

b.

c.

4.

2.

3. Undang-undang Nomor I Tahun 1981 tentang Hukum Acara
Pldana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tarnbahan
Lembaran Negara llomor 3209);

Undang-undang Nomor 22 Tahtltl 1999 tentang
Pemerlntahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 llomor
60, Tambahan Lembaran Negara I'lomor 3839);

Peraturan Femerlntah Nomor 27 Tahun 1983 tentang
Pelaksanaan Kltab Undang-undang Hukurn Acara Pldana
(Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan
Lerpbaran Negara Nomor 3258);

5.
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6. Peraturan Pemerlntah Nomor 25 Tahun 2000 tentang
Kewenangan Pemerlntah dan Kew€nangan Proplnsl Sebagal
Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54,
Tambahan Lembaran l.legara Nomor 3952);

7. Peraturan Menterl Dalam Negerl Nomor 1 Tahun 1984
tentang Tatacara Pemblnran dan Pengavlasan Perusahaan
Daerah dl Llngkungan Pemerlntah Daerah;

8. Peraturan Menterl Dalam Negerl Nomor 7 Tahun 1998
tentang Kepengurusan Perusahaan Daerah Alr Mlnum;

9. Peraturan Menterl Dalam Negerl llomor I Tahun 1998
tentang Pedoman Penetapan Tarlf Alr Mlnum pada
Perusahaan Daerah Alr Mlnum;

10. Keputusan Menterl Dalam Negerl dan Otonoml Daerah
Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pedcrnan Slstern Lkuntonsl
Perusahaan Daerah Alr Mlnum;

11. Peraturan Daerah Kabupaten ClanJur Nomor
3/Huk/021,2/t975 tentang Pendlrlan Perusahaan gaerah Alr
Mlnurn Kabupaten Daerah Tlngkat II ClanJur sebagalmana
telah dlubah dengan Peraturan Daerah Nomor 77 Tahun
1986;

12. Peraturan Daerah Kabupaten ClanJur Ncmor 02 Tahun 2001
tentang Tatacara Penyusunan Peraturan Daerah dan
Penerbltan Lembaran Dae;'eh;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Clan{ur Nomor 03 Tahun 2001
tantang Penyldlk Pagawal Negerl Slpll.

Dengan persetuJuan

DEWAN PERWAKII.AN RAI(YAT DAERAH I(ABUPATE!'I CIA.N]UR

I'lCI,IUTUSI(AN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENETAFAII TARIF AIR I'IINUM
PADA PERUSAHAAN DAEMH AIR MINUI,I.

BAB I
KETENTUAN UMUI'I

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah lnt yang dlmaksud dengan :

a. Daerah Otonorn salanJutnya dlsebut daerah adalah kesatuan
masyarakat hukum yang memPunyal batas daerah tertentu,
berwenanE mengatur dan mengurus kepenUngan
masyarakat setempat menurut prakarsa sendlrl berdasarkan
asplrasl masyarakat dalam ikatan llegara Kesatuan Republlk
Indonesla;

b. Pemertntah Daerah adalah Bupatl bceerta perangkat daerah
otonom sehagal badan eksekutlf;

c. Bu'patl adalah BuPatl ClanJur;
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d. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
ClanJur;

e. Perusahaan Daerah Alr Mlnum selanJutnya dlsebut PDAM
adalah Perusahaan Daerah Alr Mlnum Kabupaten ClanJur;

f. Dlrektur adalah DlreKur Perusahaan Daerah Alr Mlnum
Kabupaten ClanJuri

g. Alr Mlnum adalah alr bersth dan memenuhl per:syaratan
sebagal alr mlnum yang dlkelola oleh PDAM Kabupaten
ClanJur;

h. Pelanggan adalah setlap pemakal Jasa alr mlnum yang
terdaftar pada PDAM Kabupaten CianJur.

BAB II
OBYEK DAN SUSYEK

Pasal 2

(1) Obyek PDAM adalah alr berslh.

(2) Subyek PDAM adalah setlap pemaicat Jasa air mlnum yang
dlkelola dan terdaftar dl PDAM.

DASAR

Penetapan tarlf alr mlnum

a. pemulihan blaya;
b. keterja n g ka ua n ;
c. eflslensl pemaka la n;
d, kesederha naa n;
e. terbuka.

BAB III
PENFTAPAN TARIF

Pasal 3

pada PDAI'I, didasarkan keparJa :

BAB IV

KELOT'1 POK PELANGGAN DAN BLOK

Pasal 4

Kelompok pelanggan dltetapkan ke dalam
ya ltu :

a . Kelornpok I a nta ra laln, t€rdlrl d a rl :

1. Hldran Umum;
2. Terminal Air;
3, Tempat Ibadah.

b. Kelompok II antara laln, t€rdirl dari :

1. Rumah Sangat Sederhana (RSS);
2. Panti Asuhan;
3. Sekolah/ Madrasa h;
4. Rumah Saklt Pemerlntah;
5, Instansl Pemerl ntah dan TNI/POLR.I

dan Kelurahan.

KONSUMSI

5 (llma) kelompok

Tl rr E ka t Keca mata n
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c. Kelompok III antara laln, terdlrl darl :

1. Rumah selaln Rumah Sangat Sederhana (RSS) dan
Rumah Mewah;

2. Nlaga Kecll;
3. Kamar Mandi/WC Umum;
4. Yayasan.
5. Industrl Rumah Tangga;
6. Instansl Pemerlntah dan TNI/POLRI Tingkat Daerah.

Kelompok IV aniara laln, terdlrl dart :

1. Rumah Mewah;
2. Industrl dan Nlaga Besar;
3. Instansl Pemerlntah dan TNI/POLRI Tingkat Pusat dan

Tlngkat Proplnsl;
4. Kedutaan dan Konsulat Asing.

e. Kelompok Khusus adalah semua pelanggan yang Udak
termasuk pada kelompot< sebagalmana dimaksud pada huruf
i, b, c dan d.

Pasal 5

PDAM dapat metakukan penyesualan terharlap Jenis pelanggan
yang dlmasukan kedalam kelompok-kelompck pelanggan dan
menentukan krlterlanya.

d,

Pasal 5

Blok konsumsl pelanggan dlbedakan mehjacil 3 (tlga) kelas
yaltu :

a. Konsumsl sampal dengan 10 M3 per bulan;
b. Konsumsl dl atas 11 M3 sampal dengan 20 t'13 per bulan;
c. Konsumsl dl atas 21 Mr per bulan.

BAB V

TARIP IANGGANAN AIR MINUI'1

Pasal 7

(1) Setlap orang atau badan yang lngin menjadl pelanggan
harus mengaJukan permohonan terttrlls kepada DlreKur
PDAM dengan melamplrkan persyaratan sesual dengan
ketentuan yang bei'laku.

(2) Besarnya tarlp langganan alr mlnum rjitetaplcatt sebagal
berlkut :

KIASIFIKASI
PEL.AHGGAN

Kelompok I
Soslal Umum 1,200,00500,00
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B. Kelompok II
- Rurnah Tangga
r Instansl Pemerlntah

C. Kelompok III
+ Nlaga Kecll
- Niaga Besar

D. Kelompok IV
- Vllla
- Industrl
! Industrl Elesar

E. Kelompok Khusus
Berdasa rkan kesepakatan

F. Tangkl Alr

800r00
900,00

2.000r00
3,200,0c

2.500,00
4.400,00
6.000,00

1.300100
1.500,00

3.150,00
5,000,c0

3,250,00
5. 50C,00
8.500,00

1.900r00
2.20oroo

4.7 50r00
7.500,00

4.500100
7,000,00
72.50010

0

20.000,00

Pasal I
(1) Semua perhltungan tarlp alr mlnum' berdasarkan atas

volume alr yang terJual.

(2) Perhltungan tarlp alr mlnum sebagalrnana dlmaksud dalarn
ayat (1) Pasal lnl, dl dasarkan atas tingkat blaya sebagal
berlkut :

a. Blaya rendah;
b. Blata dasar;
c. Blaya penuh.

(3) Perhltungan tarlp alr mlnum bagl kelompok khusus
sebagalmana dlmaksud dalam Pasal 4 huruf e, dl dasarkan
atas kesepakatan antara PDAM dengan pelanggan khusus.

(4) Atas dasar perhltungan sebagalmana dlmaksud dalam ayat
(2) dan (3) Pasal lnl, Dlrektur menetapkan tarlp rnenurut
kelompok pelanggan dan blok konsumsl, dengan
mempertlmbangkan pemullhan blaya dan kemampuan
masyarakat.

BAB VI

TATA CARA PEMBAYARAII

Pasal 9

(1) Pembayaran taglhan uang latrgganan alr mlnum dl lakukan
dl Kantor PDAM atau tempat laln yang dltunJuk oleh
Dlrektur PDAM, pallng lambat tanggal 15 setlap bulan.

(2) Apablla pelanggan tldak melunasl pembayaran taglhan
uang langganan sebagalmana dlmaksuo dalam ayat (t)
Pasal lnl, sampal batas waktu yang telalr dltetapkan,
dlkenakan denda.
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(3) Apablh sampal dengan akhlr bulan taglhan uang langganan
tetap Udak dlbayar, maka terhltung mulal tanggal 1 bulan
berlkutnya dlkenakan sanksl pemutusan saluran rlr.

Pasal 10

(1) Pelanggan yang sudah dlputus saluran alrnya dan Udak
menyelesalkan pembukaan kemball dalam waKu 3 (ilga)
bulan, dlanggap mengudurkan dlrl sebagal pelanggan dan
apablla menghendakl saluran alrnya dlbuka kemball, mrka
pelanggan tersebut harus men<laftarkan kemball sebagal
pelanggaran baru.

(2) Apablla permohonan menJadl pelanggan setelah 3 (Uga)
bulan darl pemberltahuan blaya penyambungan dtterlma,
dan tldak ada penyelesalan/pembayaran, maka
permohonan dlnnggap batal.

BAB VII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 11

(1) Barang slapa yang dengan sengaJa mengambll alr yang
dlkelola oleh PDAM tanpa Uln, dlancarn pldana kurungan
selama-lamanya 3 (tlga) bulan atau denda sebanyak-
banyak Rp 5.000.000,- (llma Juta ruplah).

(2) Denda sebagalmana dlmaksud dalam ayat (1) Pasal lnl,
merupakan pendapatan daerah.

(3) Tlndak pldana sebagalmana dlmaksud dalam ayat (1) Pasal
lnl adalah petanggaran.

BAB VIII
PEN\TIDIKAN

Pasal 12

(1) Penyldlkan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah lnl,
dllaksanakan oleh Penyldlk Pegawal Negerl Slpll dl
llngkungan Pemerlntah Daerah.

(2) Wewenang penyldlk sebagalmana dlmaksud datam ayat (1)
Pasal lnl, adalah :

a, Menerlma laporan atau pengaduan darl seseorang dan
atau Satuan Pengawas Intern (SPI) tentang adanya
tlndak pldana;

b. Melakukan tlndakan pertama pada saat ltu dltempat
keJadlan;

c. Menyuruh berhentl seorang tersangka dan memerlksa
tanda pengendal dlrl tersangka;

d. Melakukan pemerlksaan dan atau penyltaan surat dan

. benda;

e. Mengambll sldlkJarl dan memotret seseorarg;
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f. Memanggll orang untuk dldengar dan dlperlksa sebagal
tersangka atau saksl;

g. I'lendatangkan tenaga alrll yang dlperlukan dalam
hubungannya dengan pemerlksaan perkara;

h. Mengadalcan penghentlan penylcllkan;

l. Mengadakan tlndakan laln menunrt hukum yang dapat
dlperta n gg un glawa bka n

(3) Penyldlk Pegawal tlegerl Slpll s.rbageimana dlmaksud
dalam ayat (1) Pasal lnl, dalam melaksanakan tugasnya
berada dl bawah koordlnasl penyldlk POLRI.

BAts IX

KETENTUAN LAIN DAN PEIVUTT'P

Pasal 13

Hal-hal taln yang belum dlatur sepanJang mengenEl teknls
pelaksanaannya akan dltetapkan kemudlan oleh Bupatl.

' Pasal 14

Dengan berlakunya Peraturan Daerah lnl, maka Peraturan
Daerah Kabupaten Clanjur Nomor :

a. 6 Tahun 1986 tanggal 19 April 1986 tentang Tartf Langganan
Alr Mlnum pada Perusahaan Daerah Air Mlnum Kabupaten
Daerah Tlngkat II ClanJur;

b. 8 Tahun 1989 tanggal 29 ltlaret 1989 tentang Perubahan
Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tlngkat II
ClanJur Nomor 6 Tahun 1986 tentang Tarlf Langganan Alr
Mlnunr pada Perusahaan Daerah Alr t4lnum Kabupaten
Daerah Tlngkat II Clanjur,

dlnyatakan Udak berlaku lagl.

Pasal 15

Peraturan Daerah lnl berlal<u pada tanggal dlundang!<an.

Agar setlap orang mengetahulnya, memerlntahkan
pengundangan Peraturan Daerah lnl dengan penempatannya
dalam Lembaran Daerah Kabupaten CianJur.

D lteta pka n Cl Cla nJ u r
pada tanggal 29 Januarl 2004
BUPATI CIAN]UR,

Ca p/ttd .-

WASIDI SWASTOT4O
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Periituran Daerah lnl dlsetuJul oleh Dewan Perwakllan Rakyat
Daerah Kabupaten ClanJur dengan
I72.2/0I/DPRD/2004 tanggal 29 lanuarl

Keputusan Nornor
2004.

Dlundangkan dl ClanJur
30 lanuarl 2004
DAERAH,

:..,'1.'*.. F.U"-Q:il,B,il At;*.i#Jfr;+eo 061 022

LEMB,4RAI{ DASRAU
tJtttt jijll]'- :

KASII.IDAIT{ CIA{.I. t\ \rr'tu."t\ :c Ttutr\


